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SALINAN

PRESIDEN
REPLBLIK INDONESIA

. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hak cipta merupakan keckayaan intelektual di
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang
mempunyai peranan strategis dalam mendukung
pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan
umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan
peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum
bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak

Terkait;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LINDANA IINDANG TENTANG HAK CTDTA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLHC INDONESIA

-0

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang
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Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum
yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung
jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau
perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun
perekaman suara atau bunyi lain.

Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran,
baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran
swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga
Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan
tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang
diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau
dalam bentuk apapun yang ditujukan agarkomputer
bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai
hasil tertentu.

Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran,
suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik
elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan
cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca,
didengar, atau dilihat orang lain.

Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara
menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram
atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara
permanen atau sementara.

Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar,
perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat,
didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui
perangkat apapun.

Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara
lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk
bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau
Ciptaan audiovisual lainnya.

Penylaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau
produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima
oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat
transmisi berasal.

16. Komunikasi ...
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Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut
Komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan,
pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media
lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh
publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan,
pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik
dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau
penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.

Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang
yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak
Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan
oleh pemohon kepada Menteri.

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang
Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain
untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau
produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi
suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima
oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang
berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak
Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk
menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau
produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian
barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk
memperoleh keuntungan ekonomi.

Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan
Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan
untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai
sumber atau berbayar.

Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang
dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi
Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak
Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata
atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas
kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta
dan/atau pemilik Hak Terkait.

26. Menteri ...
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26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2
Undang-Undang ini berlaku terhadap:

a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara,
penduduk, dan badan hukum Indonesia;

b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga
negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan
badan hukum Indonesia yang untuk pertama Kkali
dilakukan Pengumuman di Indonesia;

¢. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan
pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan
warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan
bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:

1. negaranya mempunyal perjanjian bilateral dengan
negara Republik Indonesia mengenai pelindungan Hak
Cipta dan Hak Terkait; atau

2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan
pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang
sama mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak
Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:
a. Hak Cipta; dan
b. Hak Terkait.

BAB II
HAK CIPTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak
ekonomi.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Hak Moral

Pasal 5

(1} Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri
Pencipta untuk:

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan
namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian
Ciptaannya untuk umum,

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam
masyarakat,;

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi
e gR e s Cinta flodi £y ]

c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam
masyarakat,;

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi
Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal
yang bersifat merugikan kehormatan diri atau
reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat diallhkan selama Pencipta masih hidup, tetapi
Eél?lroqmm hnlr_tevecabat Aanatdinliblran Aanann mneint
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nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya,
Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta,;

masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;

nomor; dan

- e a0 o

kode informast.

(3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dan informasi elektronik Hak Cipta
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki
Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Bagian Ketiga
Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi
atas Ciptaan.

Pasal 9

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk

. . T
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Pendistribusian Ciptaan atau salinannya,;
pertunjukan Ciptaan;

Pengumuman Ciptaan;

Komunikasi Ciptaan; dan

i. penyewaan Ciptaan.

TR0

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan
izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau
Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan
penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran
Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang
dikelolanya.

Pasal 11

(1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan
atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau
salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan
kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.

(2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i
tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal
Program Komputer tersebut bukan merupakan objek
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(2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan,

Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi
Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat
Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan
dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret
seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu
pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak
Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh
Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan
tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau
keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang
dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau
Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan
dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Pasal 15

(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang
Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur,
patung, atau karya seni lain berhak melakukan
Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau
Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk
keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.

(2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12.

Paragraf 3
Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 16
(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

(2) Hak ...
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(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh
maupun sebagian karena:

a
b
c.
d
e
f.

. pewarisan;
. hibah;

walkaf;

. wasiat;

perjanjian tertulis; atau

sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

(4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan

rliaip sghANiimar il iragk pg pef 3-2vat Blrjlakeanakan

ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut
kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.

(2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan
untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta yang sama.

Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu
dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan
dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas
waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada
saat perjanjlan tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua
puluh lima) tahun.
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan
hukum.

BAB Il
HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20
Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
merupakan hak eksklusif yang meliputi:
a. hak moral Pelaku Pertunjukan,;
b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua

Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat
pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau
tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak
ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 meliputi hak untuk:

a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan,
kecuali disetujui sebaliknya; dan

b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan,
modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan
kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui
sebaliknya.

Bagian ...
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Paragraf 2

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24
(1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.

(2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendin,
memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk
melakukan:

a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk
apapun,

b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya,
c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan

penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel
yang dapat diakses publik.

(3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas
pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan
kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak
lain.

(4) Setiap Orane vane melaksanakan hak ekonomi Prodyiger

huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas
pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan
kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak
lain.

(4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser
Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25
(1) Lembaga Penylaran mempunyai hak ekonomi.

(2) Hak ekonomi Lembaga Penyilaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri,
memberikan  izin, atau melarang pihak lain untuk
melakukan:

Penyiaran ulang siaran;

Komunikasi siaran,;

Fiksasi siaran; dan/atau

Nor cmrme e oo TRV 0 L
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Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin
dengan tujuan komersial atas konten karya siaran
Lembaga Penyiaran.

Paragraf 4

Pembatasan Pelindungan

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24,
dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

a.

penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang
ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi
aktual;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya
untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya
untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan
Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai
bahan ajar; dan

penggunaan  untuk  kepentingan  pendidikan dan
pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan
suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat
digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser
Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Paragraf 5

Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

(1)

(2)

Pasal 27

Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau
tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah
dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.

Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada
Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika
Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial
atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara
langsung untuk  keperluan Penyiaran  dan/atau
Komunikasi.

(3) Hak ...
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Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum
melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi
atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan
tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap
sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V

EKSPRES] BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu

Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya

(1}

(2)

(3)

(4)

(1)

(2}

Tidak Diketahui

Pasal 38

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh
Negara.

Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara
ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang
oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 39

Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan
Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak
Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk
kepentingan Pencipta.

Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi
tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama
aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas
Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan
Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.

(3) Dalam ...
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Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui
Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak
Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk
kepentingan Pencipta.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2},
dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak
yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan
kepemilikan atas Ciptaan tersebut.

Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40
Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang
ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan
dan ilmu pengetahuan,;

lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,
dan pantomim,;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau
kolase;

g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;

1. peta;

j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;

1. Potret;

m. karya sinematografi;

n

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari
hasil transformasi;

o. terjemahan ...
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0. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau
modifikasi ekspresi budaya tradisional;

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang
dapat dibaca dengan Program Komputer maupun
media lainnya;

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama
kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n

(3)

dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak
mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang
tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah
diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan
Penggandaan Ciptaan tersebut.

Bagian Ketiga

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

a.
b.

hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip,
temuan atau data walaupun telah diungkapkan,
dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan
dalam sebuah Ciptaan; dan

alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk
menyelesalkan masalah teknis atau yang bentuknya
hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

a.

o a0 g

hasil rapat terbuka lembaga negara;

peraturan perundang-undangan;

pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan

kitab suci atau simbol keagamaan.
BAB VI ...
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a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan
yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan,
legislatif, dan peradilan;

c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan
ilmu pengetahuan; atau

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut
bayaran dengan  ketentuan tidak  merugikan
kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang
tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau
keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf
braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap
sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan
atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat
komersial.

Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap
sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan
berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap
Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang
kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca
dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi
Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang
sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:

a. penelitian dan pengembangan Program Komputer
tersebut; dan

b. ar81p atau cadangan atas Program Komputer yang
3 _H""__“‘ —— IJ’-T_hPlL"a_A 1 r‘:‘ .-_‘-‘- :a'
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(3) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir,
salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus
dimusnahkan.

Pasal 46

(1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan

yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat
— A S — kB —

b

konstruksi lain;

b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku
atau notasi musik;

c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam
bentuk digital,

d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1); dan

¢. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang
pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan
yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan
komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau
bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
dengan cara:

a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah
dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum
untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:

1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa
salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan
pendidikan atau penelitian;

2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan
Jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut
harus merupakan kejadian vyang tidak saling
berhubungan; dan

3. tidak ...



b.

WS

A

N1 X
X

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

23 -

3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga
Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau
lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang
digandakan.

pembuatan salinan dilakukan wuntuk pemeliharaan,
penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian
salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari
koleksi permanen di perpustakan atau lembaga arsip lain
dengan syarat:

1. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin
memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau

2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah
atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan
salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak
saling berhubungan.

pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau
pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga
arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan
untuk tyjuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama
Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak
Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

a.

(1)

artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan
Pengumuman baik dalam media cetak maupun media
elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh
Pencipta, atau berhubungan dengan Penylaran atau
Komunikasi atas suatu Ciptaan;

laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan
yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan

karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang
disampaikan kepada publik.

Pasal 49

Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap
pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut
memenuhi ketentuan:

a. pada  saat dilaksanakan transmisi digital atau
pembuatan  Ciptaan secara digital dalam media
penyimpanan,;

b. dilaksanakan ...



(2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman
sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya
sendiri.

(3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau
dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan
Pencipta.

(4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan
rekaman sementara yang mempunyai karakteristik
tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman,
Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan
dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau
pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 51

(1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman,
Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan
melalui  radio, televisi dan/atau sarana lain untuk
kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta,
dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada
Pemegang Hak Cipta.

(2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman,
Pendistribusian, atau  Komunikasi atas  Ciptaan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) Dberhak
mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga
Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran
selanjutnya, Lembaga  Penyiaran  tersebut harus
mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.
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BAB VII
SARANA KONTROL TEKNOLOGI

Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan,
menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol
teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau
produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak
Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Pasal 53

(1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan

sarana produksi dan/atau peny1mpanan data berbasis
ﬁl'r]_' v gon bl g 5 ] — —
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Pasal 53

(1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan
sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis
teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib
memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi
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pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan
menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan
produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pasal 55

Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta
dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektromk untuk
Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada
Menteri.

Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil
verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika
untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang
melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau
menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan,
dalam waktu paling lama 14 {empat belas) Hari setelah
penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan
rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna
yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam
sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem
elektronik tidak dapat diakses.

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan
konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar
Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik
atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan
bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IX ...
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BAB IX

MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

(1)

(2)

(1)

Bagian Kesatu
Masa Berlaku Hak Cipta

Paragraf 1
Masa Berlaku Hak Moral

Pasal 57

Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1)} huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas
waktu.

Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf ¢ dan huruf d berlaku selama
berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan
yang bersangkutan.

Paragraf 2
Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan
dan ilmu pengetahuan;

lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,
dan pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau
kolase;

g. karya arsitektur;
h. peta; dan
1. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal
dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun
berikutnya.

{2} Dalam ...
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(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak
Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia
paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun
sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun
berikutnya.

(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau
dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima
puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59
{1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
karya fotografi;
Potret;
karya sinematogratfi;
permainan video;
Program Komputer;
perwajahan karya tulis;

@™o oo T

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari
hasil transformasi;

h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau
modifikasi ekspresi budaya tradisional;

1. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang
dapat dibaca dengan Program Komputer atau media
lainnya; dan

j- kompilasi ekspresi budaya tradisional selama
kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali
dilakukan Pengumuman.

{2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni
terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak
pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60

{1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang
oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1) berlaku tanpa batas waktu.

(2) Hak ...
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(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui
yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal
39 ayat (1) dan ayat {3) berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan
Pengumuman.

(3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak
yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan
Pengumuman.

Pasal 61

(1) Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang
dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak
tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.

(2} Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta
atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang
dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak
bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap
sebagai Ciptaan tersendiri.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1
Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral
Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan
Lembaga Penyiaran

Pasal 63
{1} Pelindungan hak ekonomi bagi:

a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram
atau audiovisual;

b. Produser ...
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b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan

c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh)
tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

(2) Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januan
tahun berikutnya.

BAB X
PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

(1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan
Ciptaan dan produk Hak Terkait.

(2} Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk
mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis
yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan
sebagai merek dalam perdagangan Dbarang/jasa atau
digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau
badan hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan

Pasal 66

(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan
dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak
Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

(2) Permohonan ...
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik
dengan:

a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait,
atau penggantinya,

b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan
dan Hak Terkait; dan

c. membayar biaya.

Pasal 67

Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:

a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak
atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait,
Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang
membuktikan hak tersebut; atau

b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi
akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh
pejabat berwenang.

Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang,
nama pemohon harus dituliskan semua dengan
menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.

Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang
berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan
kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 68

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 dan Pasal 67.

- I
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(4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak
permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan} bulan
terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang

{%.% 3@1;%3(@5@529 ﬁshigaimana dimaksud dalam
- ,

-l

1) mermuat:

“iﬁi
1

pemilik produk Hak Terkait ;
b. tanggal penerimaan surat Permohonan;

c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan

d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

(3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.

YO T SN S W (L EXY p . Oy

dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

(3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat
I danat dilihat oleh =etian Orane tanna dikenai biava.
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Pasal 72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar
umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti,
maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait

yang dicatat.

Pasal 73

Vatormitisan labil a4 v rmvina Fatn sara moancatatar Cimtonan

________} =

umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti,
maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait

yang dicatat.

Pasal 73
Vatnnmtrion lahsds Lnraas man_gpnq_‘;&tp_pqnq nencratatan Cintaan —_
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a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya
tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau
pemilik Hak Terkait;

b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2} dan ayat (3}, dan Pasal
61;

c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan

o T AR, DU DU d Aot [N o N [P R
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Bagian Keempat
Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 76

(1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak
Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan
tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.

(2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari
kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada
Menteri.

(3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas
pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kelima

Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pasal 78

(1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan
hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum
Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau

nemilik oraduk akj_e;:ka_itgi@hag gegggg Egngﬁigkan
L |

(1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan
hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum
Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau
pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan
Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta,
atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik
nama dan alamat tersebut kepada Menteri.

(2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan
hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum
Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau
pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar urmnum
Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 79 ...
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Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau
alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB XI
LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu

Lisensi

Pasal 80

(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik
T ladn Maecle s ida s e ade wr - oele essloose Lirmesilemo ke mil e dede————————

berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi
masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.

(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban
penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kep